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LAMPIRAN XXV 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 36 TAHUN 2022 
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAERAH 
 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN  
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI,  

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN, DAN PERISTIWA  
LUAR BIASA 

 

 

A. UMUM  

Tujuan  

1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas 
koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan 

estimasi akuntansi, operasi yang tidak dilanjutkan, dan peristiwa 
luar biasa.  

2. Pernyataan standar ini ditujukan untuk meningkatkan relevansi 
dan keandalan laporan keuangan entitas, dan keterbandingan 
laporan keuangan tersebut antar waktu dan dengan laporan 

keuangan entitas lain. 

Ruang Lingkup  

3. Standar ini diterapkan dalam rangka memilih dan menerapkan 

kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan 
estimasi akuntansi, koreksi kesalahan periode sebelumnya dan 

operasi yang dihentikan. 

4. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas  
menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, 

perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, 
operasi yang tidak dilanjutkan, dan peristiwa luar biasa. 

5. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam 
menyusun laporan keuangan  yang mencakup laporan keuangan 
semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum, tidak 

termasuk perusahaan daerah.  

Definisi  

6. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik 
yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan.  

7. Perubahan kebijakan akuntansi adalah perubahan pilihan dari 
berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP umumnya 

dan PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang 
lain dibanding kebijakan akuntansi periode lalu bagi entitas. 

8. Tidak praktis, Penerapan suatu pengaturan menjadi tidak praktis 

ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha 
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yang rasional dilaksanakan. Untuk suatu periode sebelumnya, 
tidak praktis untuk menerapkan perubahan kebijakan akuntansi 

dan mengoreksi kesalahan secara retrospektif, jika: 

a. Dampak penerapan retrospektif tidak dapat ditentukan; 

b. Penerapan retrospektif membutuhkan asumsi tentang apa yang 

diinginkan oleh pemerintah pada periode tersebut; atau 

c. Penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan 

atas suatu jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan 
secara obyektif informasi mengenai estimasi yang: 

i. Menyediakan bukti atas suatu kondisi yang ada pada tanggal 

di saat jumlah tersebut diakui, diukur atau diungkapkan; 
dan 

ii. Tersedia ketika laporan keuangan periode sebelumnya telah 

diotorisasi untuk terbit. 

9. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak 

sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan 
keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.  

10. Kesalahan periode sebelumnya adalah pencatatan atau penyajian 

yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan 
keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan untuk 

menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi andal yang:  

a. Tersedia pada saat laporan keuangan periode tersebut 
diotorisasi untuk terbit; dan 

b. Secara rasional dapat diperoleh dan digunakan dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut. 

Kesalahan tersebut termasuk dampak kesalahan perhitungan 

matematis, Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan 
atau kesalahan interpretasi fakta serta kecurangan. 

11. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang 
tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan 
yang seharusnya. 

12. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi 
atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu 

fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan 
operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau 
kegiatan yang lain. 

13. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara 
jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak 
diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh 

entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap 
realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban. 

14. Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, 
item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan 
mempunyai dampak terhadap laporan keuangan. 

15. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan 
kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat 
informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, 

atau perkembangan lain. 
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16. Penyajian Kembali (Restatement) adalah perlakuan akuntansi yang 
dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan 

penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk 
pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi 

yang baru. 

17. Retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang 
berdampak pada laporan keuangan pada periode sebelumnya. 

18. Prospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya 
berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya. 

19. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 

B. KOREKSI KESALAHAN  

20. Kesalahan mungkin timbul dalam pengakuan, pengukuran atau 
pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan yang disebabkan 

antara lain karena: 

a. keterlambatan bukti transaksi; 

b. kesalahan perhitungan matematis; 

c. Kesalahan penerapan kebijakan akuntansi; 

d. kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta; serta 

e. kecurangan. 

21. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau 
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada 

periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya 
keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh 

pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan 
dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi 
fakta, kecurangan atau kelalaian. 

22. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh 
signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode 
sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak 

dapat diandalkan lagi.  

23. Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan 

kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum 
laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian 
dalam laporan keuangan tahun berjalan.  

24. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 
(dua) jenis:  

a. Kesalahan yang tidak berulang;  

b. Kesalahan yang berulang dan sistemik. 

 

25. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan 
tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) 
jenis:  
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a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
berjalan;  

b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
sebelumnya. 

26. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang 

disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi 
tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya 

adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan 
koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan 
pembayaran dari wajib pajak. 

Kesalahan berulang dan sistemik  tidak memerlukan koreksi, 
melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk 
mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi 

pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. 

27. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah 

diketahui. 

28. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 
berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan 
dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau 

akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.  

29. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan 

keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun 
pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO 

atau akun beban.  

30. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang 
yang  terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah 

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan 
lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas 

dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.  

Contoh koreksi kesalahan belanja : 

a. yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas, 

yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah 
penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan 
pendapatan lain-lain; 

b. yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang 
menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up 
dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja 
tersebut   harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah 
saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA; 

c. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja 
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi  dengan  

mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi 
saldo kas; 
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d. yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang 
menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang 

belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo 
Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas. 

31. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak            

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. 

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas: 

a. yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas 
yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah 

dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai asset tersebut harus 
dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan 
mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; 

b. yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas 
yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan,  
dikoreksi  dengan menambah akun terkait dalam pos aset 

tetap dan mengurangi  saldo kas. 

c. kesalahan pencatatan perolehan aset selain kas antara lain 

adanya kemahalan harga atas perolehan aset tetap, 
kekurangan volume pekerjaan yang diketahui setelah laporan 
keuangan diotorisasi untuk terbit, kesalahan tersebut 

dilakukan pembetulan pada akun aset yang bersangkutan 
dan ekuitas. 

32. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga 
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak 

mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila 
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 
dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam 

hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan 
pembetulan pada akun ekuitas. 

Contoh koreksi kesalahan beban : 

a. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban 
pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, 

dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah 
pendapatan lain-lain-LO; 

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban 
pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan 
mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo 

kas. 

33. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA : 

a. yang menambah saldo  kas  yaitu  penyetoran  bagian  laba  
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perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi 
dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo 

Anggaran Lebih;  

b. yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan 
dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh 

Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh: 

1) pemerintah daerah yang menerima transfer dengan 

mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi 
saldo kas; 

2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas 

dan menambah Saldo Anggaran Lebih. 

3) Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila 

laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi 
untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada 

akun LP SAL dan akun Neraca terkait. 

34. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak 
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. 

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO: 

a. yang menambah saldo kas yaitu  penyetoran  bagian  laba  

perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi 
dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas. 

b. yang mengurangi saldo kas yaitu  pengembalian pendapatan 

dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh 
Pemerintah Pusat dikoreksi oleh: 

1) pemerintah daerah yang menerima transfer dengan 
mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas. 

2) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas 

dan menambah Ekuitas. 

c. Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LO dan beban yang 

terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan 
keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, 
dilakukan koreksi pada akun ekuitas dan akun neraca terkait. 

35. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya 
dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan 

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. 

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan: 

a. yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah 
menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok 

pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh 
Pemerintah Daerah  dengan menambah saldo kas dan 
menambah akun Saldo Anggaran Lebih; 
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b. yang mengurangi  saldo  kas terkait penerimaan pembiayaan, 
yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran 

cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pemerintah daerah 
dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan 
mengurangi saldo kas. 

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan: 

a. yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran 

suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat   
pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan 
menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran 

Lebih; 

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran 
suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, 

dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi 
akun Saldo Anggaran Lebih. 

36. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban 
yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah 
maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode 

tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada 
akun kas dan akun kewajiban bersangkutan 

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban: 

a. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas 
karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran 

suatu      kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas 
dan menambah akun kewajiban terkait; 

b. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran 

suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan 
tahun lalu  dikoreksi dengan menambah akun kewajiban 

terkait dan mengurangi saldo kas; 

c. Kesalahan atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada 
periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan 

periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan 
dengan pembetulan pada akun kewajiban yang bersangkutan 

dan akun terkait. 

37. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 22, 23, 
24 dan 26 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu 

anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode 
dilakukannya koreksi kesalahan. 

38. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 22, 25,  

dan 27 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap beban entitas 
yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi 

kesalahan. 

39. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik 

sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut 
diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait 
pada periode ditemukannya kesalahan.  

Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas 
sebagaimana disebutkan pada paragraf 20 adalah:  



-312- 
 

 

a. belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan 
sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi 

yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan 
mengkredit pos ekuitas dana investasi pada aset tetap. 

b. pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok 

aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. 
Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan 

mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah 
akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran 
tidak perlu dilakukan koreksi 

40. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang 
lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada 
Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang 

bersangkutan; 

41. Koreksi atas kesalahan yang terjadi setelah laporan keuangan 

diotorisasi untuk terbit diungkapkan pada Catatan atas Laporan 
Keuangan 

42. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal 

saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang 
dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan auditor eksternal 

atau tanggal saat pemerintah menyatakan bertanggung jawab atas 
laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak 
diaudit.) 

C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI  

43. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari 
suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui 

tren posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, 
kebijakan akuntansi yang digunakan  diterapkan secara konsisten 

pada setiap periode. 

44. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran 
akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, 

kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh 
perubahan kebijakan akuntansi.  

45. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila 
penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan 
oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi 

pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa 
perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan 

lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.  

46. Suatu perubahan dari satu basis akuntansi ke basis akuntansi 

lainnya termasuk dalam perubahan kebijakan akuntansi. 

47. Suatu perubahan dalam perlakuan akuntansi, pengakuan, atau 
pengukuran suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi dalam satu 

basis akuntansi dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. 

48. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai 
berikut: 
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a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau 
kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau 

kejadian sebelumnya; dan  

b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau 
transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak 

material.  

49. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan 

suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, 
perubahan tersebut  harus sesuai dengan standar akuntansi 
terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan 

sehubungan dengan revaluasi.  

50. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan 
Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

51. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi 

yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis 
Akrual penuh, dilakukan:  

a. Penyajian Kembali (restatement) atas pos-pos dalam Neraca 

yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode. 

b. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu 

dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya 
sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.   

PENERAPAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 

52. Bergantung pada paragraf  :  

a. Entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat 

penerapan awal suatu PSAP sebagaimana yang diatur dalam 
ketentuan transisi dalam PSAP tersebut, jika ada, dan  

b. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi untuk penerapan 

awal suatu PSAP yang tidak mengatur ketentuan transisi untuk 
perubahan tersebut atau perubahan kebijakan akuntansi 
secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut 

secara retrospektif 

53. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara 

retrospektif sesuai paragraph (51), maka entitas menyesuaikan 
saldo awal ekuitas dan setiap komponen yang terpengaruh untuk 
periode penyajian tahun berjalan seolah-olah kebijakan akuntansi 

baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya.  

54. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi, penerapan 

retrospektif disyaratkan tanpa melakukan penyajian kembali 
laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit. 

55. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan 

akuntansi yang berpengaruh pada laporan keuangan periode 
sebelumnya disajikan pada Neraca, dan/atau Laporan Perubahan 
Ekuitas serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

56. Apabila entitas tidak dapat menentukan dampak kumulatif 
penerapan 
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57. kebijakan tersebut untuk seluruh periode sebelumnya, entitas 
dapat menentukan dampak kumulatif mulai periode yang paling 

memungkinkan dalam menerapkan kebijakan baru. 

58. Dalam hal penerapan retrospektif tidak praktis dilakukan, maka 
entitas dapat menerapkan secara prospektif atas dampak 

perubahan kebijakan akuntansi sejak tanggal praktis paling awal. 

59. Penerapan retrospektif tidak praktis jika dampak kumulatif atas 

penerapan perubahan kebijakan tidak dapat ditentukan secara 
obyektif untuk seluruh periode sebelumnya atau membutuhkan 
biaya dan tenaga yang besar. 

60. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan akuntansi atau basis 
akuntansi, entitas tidak menyajikan kembali laporan keuangan 
periode terakhir dengan kebijakan akuntansi atau basis akuntansi 

yang baru. Laporan keuangan periode sebelumnya disandingkan 
dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau 

basis standar akuntansi masing-masing. 

 

D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI 

61. Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan 
tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi 

umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi 
yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan 
informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara 

lain dalam menentukan: 

a. Persediaan usang. 

b. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih. 

c. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa 
depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset 

yang disusutkan/diamortisasi. 

d. Pendapatan pajak; 

e. Kewajiban garansi. 

62. Metode estimasi terpilih dan alasan pilihan diungkapkan pada 
Catatan atas Laporan Keuangan. 

63. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan terhadap 
pertimbangan yang menjadi dasar estimasi dibuat atau terdapat 
informasi baru atau berdasarkan pengalaman yang relevan. 

Berdasarkan karakteristiknya, perubahan estimasi tidak terkait 
dengan periode sebelumnya dan bukan merupakan koreksi 
kesalahan. Perubahan estimasi dan alasan perubahan harus 

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. 

64. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi            

akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, 
tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang 
berubah; 

65. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan 
perubahan aset dan kewajiban, atau terkait dengan suatu pos 
ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan 
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menyesuaikan jumlah tercatat pos aset, kewajiban atau ekuitas 
yang terkait pada perode perubahan. 

66. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan 
pada Laporan Operasional  pada periode  perubahan dan periode 
selanjutnya  sesuai  sifat  perubahan.  Sebagai  contoh,  

p erubahan  estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada 
LO tahun  perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa 

manfaat aset tetap tersebut; 

67. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang 
akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan 
alasan tidak  mengungkapkan pengaruh perubahan itu. 

 

E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN 

68. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah daerah  

dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, 
program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut 
dihentikan. 

69. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya  
hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, 

tanggal  efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan 
beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila 
dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, 

pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian 
apabila ada harus diungkapkan pada  Catatan atas Laporan 
Keuangan. 

70. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu 
segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan 

Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. 
Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan 
Keuangan. 

71. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu 
tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, 

seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan 
Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian,   
meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi 

masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain. 

72. Bukan merupakan penghentian operasi apabila : 

a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara 

evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh 

permintaan publik yang dilayani (demand) yang terus merosot, 
pergantian kebutuhan lain. 

b. Fungsi tersebut tetap ada. 

c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok 
dihapus selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu 

program, proyek, kegiatan ke wilayah lain. 
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d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, 

menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu 
operasi tersebut. 

 

F.  PERISTIWA LUAR BIASA  

73. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau 
transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam 

aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk 
penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. 
Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa 

hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang 
terjadi sebelumnya.  

74. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah 
kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak 
dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi 

yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan 
peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah 

tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa 
untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.  

75. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena 

peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara 
tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran 
belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan 

perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.  

76. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang 

ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya 
berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian 
yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun 

anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan 
sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata 

anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk 
peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai 
menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi 

apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima 
puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa 
tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai 

petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas 
memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna 

membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang 
seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga 
atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.  

77. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena 
peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi 

dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam 
keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.  

78. Peristiwa luar biasa  memenuhi seluruh persyaratan berikut:  

a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;  

b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi 
berulang;  




